



KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN………
                                    NOMOR  …………………….
TENTANG
PENETAPAN REKENING SATUAN PENDIDIKAN UNTUK PENERIMAAN PENYALURAN DANA HIBAH PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
GUBERNUR BANTEN,

Menimbang		:	a.	bahwa untuk penguatan proses pembelajaran berbasis dunia kerja dan untuk membangun etos dan budaya kerja pada peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Menengah Atas  yang sesuai dengan standar dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, pemerintah menyalurkan pendanaan melalui hibah kepada Satuan Pendidikan Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten; 
			b.	bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran              Bab V Huruf M Nomor 2.h Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan untuk mempercepat proses dan tertib administrasi dalam penyaluran dana hibah kepada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, perlu menetapkan rekening satuan Pendidikan penyaluran hibah dengan Keputusan Gubernur;
		 	c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rekening Satuan Pendidikan Untuk Penerimaan Penyaluran Dana Hibah Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Menengah Atas Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;				
Mengingat		:		1.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
				2.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
				3.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
				4.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);


5.		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);  
				6. 	Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 94);
7.	Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 37);
8.	Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 1); 
[bookmark: _heading=h.dz5qnusnhe6k]Meperhatikan		:		1.	Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Nomor 900.1.15/12981-Dindikbud/2024 tanggal 29 November 2024 perihal Permohonan Pembuatan Surat Keputusan Gubernur untuk Nomor Rekening Bantuan Hibah;
				2.	Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten Nomor                                   B-900/1052/BPKAD/2024 tanggal 13 Desember 2024 hal Permohonan Penetapan Rekening Hibah Satuan Pendidikan di Lingkunan Pemerintah Provinsi Banten;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan		:
KESATU		:		Rekening Satuan Pendidikan Untuk Penerimaan Penyaluran Dana Hibah Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Menengah Atas Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini. 
KEDUA		:		Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di Serang,
pada tanggal, ……………..     

Pj. GUBERNUR BANTEN
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…………….










Tembusan: (bila perlu)
1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Inspektur Daerah Provinsi Banten;
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